
 

 

 
BUPATI BANDUNG BARAT 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 
 

NOMOR 91 TAHUN 2025 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG 

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati  Bandung Barat 

Nomor 2 Tahun 2025 tentang  Pengalokasian  Bagian Dari 
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa 

Tahun Anggaran 2025; 

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 
2 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 
perlu disesuaikan karena terdapat selisih kurang/lebih 

salur kepada Desa pada tahun anggaran 2022 sampai 
dengan tahun anggaran 2024 sesuai dengan realisasi 

penerimaan per 31 Desember 2024 dan terjadinya 
perubahan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 

anggaran 2025; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 

Tahun 2025 tentang Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4688); 

SALINAN 
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2. Undang–Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa 
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014 

Nomor   7,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik 
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang 
Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

5. Peraturan    Menteri    Keuangan    Nomor    

41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau 
Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang 

Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446); 

6. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 
tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana 

Alokasi Umum dan/atau Bagi Hasil Terhadap Daerah yang 
Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Nomor 2); 
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 
Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat 

Nomor 6); 

10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2025 

tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil  Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 1); 

11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2025 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 31); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG 
PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025. 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat 

Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 

2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 
Nomor 2) diubah sebagai berikut : 

 

1. Di antara  BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu)  bab, 
yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

BAB IIIA 

KURANG/LEBIH SALUR BHPD DAN BHRD 

 

2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 9A 

(1) Kurang/lebih salur BHPD dan BHRD pada tahun 

sebelumnya dapat diberikan atau dibebankan kepada  
Desa pada tahun berjalan. 

(2) Rincian kurang/lebih salur BHPD dan BHRD setiap 

Desa untuk tahun anggaran 2025 tercantum dalam 
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

(3) Kurang/lebih salur BHPD dan BHRD yang diterima 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dianggarkan dalam APB Desa.   
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3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bandung 
Barat  Nomor 2  Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian 

Dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 
2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 
2025 Nomor 2) diubah, sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung 
Barat. 

 

Ditetapkan di Ngamprah 

pada tanggal 30 Oktober 2025                     

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

   JEJE RITCHIE ISMAIL 

 

Diundangkan di Ngamprah 

pada tanggal 30 Oktober 2025     

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

ADE ZAKIR 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 92 


